
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai macam hasil 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, 

kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan 

atau belum terpublikasikan, (skripsi). 

Dengan melakukan langkah tersebut, maka akan dapat dilihat sampai 

sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.
1
 Diantara 

penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah: 

1. Albar Firdaus (2015), IAIN Jember, dengan judul“Penarikan Harta Hibah 

dalam Hibah ‘Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam 

Malik)”. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Imam Syafi’i 

berpendapat bahwa harta hibah ‘umra tidak dapat ditarik kembali setelah 

penerima hibah meninggal dunia, baik di dalam akad disebutkan untuk 

keturunannya ataupun tidak. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa 

apabila pemberi hibah menyebutkan keturunan penerima hibah pada saat 

akad hibah, maka harta tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi 

hibah. Akan tetapi jika saat akad tidak disebutkan faktor keturunan, maka 

pemberian tersebut dapat ditarik oleh pemberi hibah. 2) Metode istinbath 

                                                           
1
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hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah berdasarkan hadis dari 

Rasulullah saw yang memberi petunjuk bahwa harta hibah ‘umra tidak 

dapat kembali kepada pemberi hibah. Adapun metode istinbath hukum 

yang digunakan oleh Imam Malik tentang hibah ’umra yang menyebutkan 

keturunan penerima hibah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan 

mengenai pemberi hibah yang tidak menyebutkan  keturunan penerima 

hibah, beliau menggunakan metode istinbath hukum istihsan. 3) 

Persamaan pendapat kedua imam ini terletak pada hibah ‘umra yang di 

dalam akad disebutkan keturunan penerima hibah. Sedangkan apabila 

dalam akad tidak disebutkan keturunan penerima hibah, Imam Syafi’i 

berpendapat bahwa harta tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi 

hibah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa harta tersebut dapat ditarik 

kembali oleh pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia. 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang hibah, dan 

sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka, sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Albar Firdaus lebih 

menekankan pada penarikan harta hibah dalam hibah ‘Umra dan peneliti 

menekankan pada pembatalan hibah orang tua kepada anaknya.
2
 

2. Hasan Basri (2013), STAIN Jember, dengan judul “Tinjauan kompilasi 

hukum islam terhadap pengingkaran hibah oleh ahli waris (Studi kasus di 

Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 

2012)”. 
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Dalam pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa: 1) Bentuk 

pengingkaran hibah oleh ahli waris yaitu menghitung kembali harta hibah 

baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak dan dibagi sama rata. 2) 

faktor-faktor ahli waris mengingkari hibah ketidak sama rataan dalam 

pemberian hibah, adanya anggapan bahwa anak laki-laki harus 

mendapatkan pemberian yang lebih banyak, dan ketidak sesuaian hasil 

pemberian hibah dengan kenyataan yang ada. 3) solusi terhadap 

pengingkaran hibah di Desa Karangsono adalah dengan cara antrarodlin, 

sehingga para ahli waris saling mengikhlaskan hibah yang telah diberikan 

oleh orang tuanya. 4) pengingkaran hibah yang dilakukan oleh ahli waris 

menurut ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sah, karena 

proses pemberian harta hibah sudah sesuai dengan syara’ dan Kompilasi 

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pengingkaran hibah yang 

dilakukan oleh ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sah, 

karena proses pemberian harta hibah sudah sesuai dengan syara’ dan 

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. 

Persamaan dengan judul yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

meneliti tentang hibah. Perbedaannya adalah dari segi metode penelitian, 

penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri adalah menggunakan 

penelitian kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian 

Normatif.
3
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3. Robiatus Siddigiyah (2013), STAIN Jember, dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap putusan nomor 1672/Pdt.G/2011/PA.Jr tentang 

pembagian harta waris terhadap ahli waris, pemberian hibah dan wasiat 

wajibah terhadap anak angkat perspektif maslahah”. 

Dalam pembahasan ini, penulis memperoleh kesimpulan bahwa 

hakim harus mengetahui fakta hukum (duduk perkara) serta alasan hukum 

hakim (Ratio Decidendi). Oleh karena itu, putusannya dimaksimalkan 

benar menurut keyakinan mereka (Majelis hakim). Pembagian harta waris 

terhadap ahli waris, hibah dan wasiat wajibah terhadap anak angkat itu 

karena semata-mata mendatangkan maslahah.  

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang putusan hakim. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Robiatus 

Siddigiyah lebih menekankan pada pembagian harta waris terhadap anak 

angkat. Sedangkan peneliti menekankan pada pembatalan hibah orang tua 

kepada anaknya.
4
 

Untuk memperjelas letak perbedaan antara penelitian yang peneliti 

lakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti 

menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

No Judul 

Penelitian 

Fokus  

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

1 Penarikan 

Harta Hibah 

a. Bagaimana 

status hukum 

a. Jenis 

Penelitian: 

a. Imam Syafi’i 

berpendapat 
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dalam Hibah 

‘Umra (Studi 

Komparasi 

Pendapat 

Imam Syafi’i 

dan Imam 

Malik) 

penarikan 

harta hibah 

dalam hibah 

‘umra menurut 

Imam Syafi’i 

dan Imam 

Malik ? 

b. Bagaimana 

metode 

istinbath 

hukum yang 

digunakan 

Imam Syafi’i 

dan Imam 

Malik 

terhadap status 

penarikan 

harta hibah 

dalam hibah 

‘umra ? 

c. Apa 

persamaan dan 

perbedaan 

pendapat 

Imam Syafi’i 

dan Imam 

Malik tentang 

penarikan 

harta hibah 

dalam hibah 

‘umra ? 

Penelitian 

Kepustakaan 

(Library 

Research) 

b. Pendekatan 

Penelitian: 

Penelitian 

Kualitatif 

c. Teknik 

Pengumpulan 

Data: 

Sumber 

Kepustakaan 

d. Metode 

Analisis Data: 

Metode 

deskriptif 

komparatif. 

 

 

 

 

bahwaharta hibah 

‘umra tidak dapat 

ditarik kembali setelah 

penerima hibah 

meninggal dunia, baik 

di dalam akad 

disebutkan untuk 

keturunannya ataupun 

tidak. Sedangkan Imam 

Malik berpendapat 

bahwa apabila pemberi 

hibah menyebutkan 

keturunan penerima 

hibah pada saat akad 

hibah, maka harta 

tersebut tidak dapat 

ditarik kembali oleh 

pemberi hibah. Akan 

tetapi jika saat akad 

tidak disebutkan faktor 

keturunan, maka 

pemberian tersebut 

dapat ditarik oleh 

pemberi hibah. 

b. Metode istinbath 

hukum yang digunakan 

oleh Imam Syafi’i 

adalah berdasarkan 

hadis dari Rasulullah 

saw yang memberi 

petunjuk bahwa harta 
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 hibah ‘umra tidak dapat 

kembali kepada 

pemberi hibah. Adapun 

metode istinbath 

hukum yang digunakan 

oleh Imam Malik 

tentang hibah ’umra 

yang menyebutkan 

keturunan penerima 

hibah berdasarkan 

hadis Rasulullah saw. 

Sedangkan mengenai 

pemberi hibah yang 

tidak menyebutkan  

keturunan penerima 

hibah, beliau 

menggunakan metode 

istinbath hukum 

istihsan. 

c. Persamaan pendapat 

kedua imam ini terletak 

pada hibah ‘umra yang 

di dalam akad 

disebutkan keturunan 

penerima hibah. 

Sedangkan apabila 

dalam akad tidak 

disebutkan keturunan 

penerima hibah, Imam 

Syafi’i berpendapat 

bahwa harta tersebut 
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tidak dapat ditarik 

kembali oleh pemberi 

hibah. Adapun Imam 

Malik berpendapat 

bahwa harta tersebut 

dapat ditarik kembali 

oleh pemberi hibah 

setelah penerima hibah 

meninggal dunia. 

2 Tinjauan 

kompilasi 

hukum islam 

terhadap 

pengingkaran 

hibah oleh 

ahli waris 

(Studi kasus 

di Desa 

Karangsono 

Kecamatan 

Bangsalsari 

Kabupaten 

Jember 

Tahun 2012) 

a. Bagaimana 

bentuk 

pengingkaran 

hibah oleh 

ahli waris? 

b. Apa faktor 

yang 

menyebabkan 

ahli waris 

mengingkari 

hibah? 

c. Bagaimana 

solusi 

terhadap 

adanya 

pengingkaran 

hibah oleh 

ahli waris di 

Desa 

Karangsono? 

d. Bagaimana 

tinjauan 

a. Jenis 

Penelitian: 

Penelitian 

Lapangan. 

b. Pendekatan 

Penelitian: 

Penelitian 

Kualitatif 

Deskriptif. 

c. Teknik 

Pengumpulan 

Data: 

-Wawancara 

-Observasi  

-Dokumentasi   

d. Metode 

Analisis Data: 

Analisis 

Deskriptif. 

e. Keabsahan 

Data: 

a. Bentuk pengingkaran 

hibah oleh ahli waris 

yaitu menghitung 

kembali harta hibah 

baik harta benda 

bergerak maupun tidak 

bergerak dan dibagi 

sama rata.  

b. Faktor-faktor ahli 

waris mengingkari 

hibah ketidak sama 

rataan dalam 

pemberian hibah, 

adanya anggapan 

bahwa anak laki-laki 

harus mendapatkan 

pemberian yang lebih 

banyak, dan ketidak 

sesuaian hasil 

pemberian hibah 

dengan kenyataan yang 

ada. 
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Kompilasi 

Hukum Islam 

terhadap 

pengingkaran 

hibah oleh 

ahli waris? 

Triangulasi  c. Solusi terhadap 

pengingkaran hibah di 

Desa Karangsono 

adalah dengan cara 

antrarodlin, sehingga 

para ahli waris saling 

mengikhlaskan hibah 

yang telah diberikan 

oleh orang tuanya. 

d. Pengingkaran hibah 

yang dilakukan oleh 

ahli waris menurut ahli 

waris menurut 

Kompilasi Hukum 

Islam tidak sah, karena 

proses pemberian harta 

hibah sudah sesuai 

dengan syara’ dan 

Kompilasi Hukum 

Islam yang berlaku di 

Indonesia. 

Pengingkaran hibah 

yang dilakukan oleh 

ahli waris menurut 

Kompilasi Hukum 

Islam tidak sah, karena 

proses pemberian harta 

hibah sudah sesuai 

dengan syara’ dan 

Kompilasi Hukum 

Islam yang berlaku di 
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Indonesia. 

3 Tinjauan 

Hukum Islam 

terhadap 

putusan 

nomor 

1672/Pdt.G/2

011/PA.Jr 

tentang 

pembagian 

harta waris 

terhadap ahli 

waris, 

pemberian 

hibah dan 

wasiat 

wajibah 

terhadap anak 

angkat 

perspektif 

maslahah 

Bagaimana 

Tinjauan 

Hukum Islam 

terhadap 

putusan nomor 

1672/Pdt.G/201

1/PA.Jr tentang 

pembagian harta 

waris terhadap 

ahli waris, 

pemberian hibah 

dan wasiat 

wajibah 

terhadap anak 

angkat 

perspektif 

maslahah? 

a. Jenis 

Penelitian: 

Penelitian 

Kepustakaan 

(Library 

Research) 

b. Pendekatan 

Penelitian: 

Penelitian 

Kualitatif 

c. Teknik 

Pengumpulan 

Data: 

Sumber 

Kepustakaan 

d. Metode 

Analisis Data: 

Metode 

deskriptif. 

 

Hakim harus mengetahui 

fakta hukum (duduk 

perkara) serta alasan 

hukum hakim (Ratio 

Decidendi). Oleh karena 

itu, putusannya 

dimaksimalkan benar 

menurut keyakinan 

mereka (Majelis hakim). 

Pembagian harta waris 

terhadap ahli waris, 

hibah dan wasiat wajibah 

terhadap anak angkat itu 

karena semata-mata 

mendatangkan maslahah. 

 

B. Kajian Teori 

1. Hibah 
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a. Pengertian Hibah 

Secara bahasa, kata hibah merupakan bentuk mashdar dari kata 

وَهَبًًَ - يَ هَبً  - هِبَةً    (wahaba-yahabu-hibatan) berarti yang berarti 

pemberian.
5
 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah berarti 

pemberian (sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada 

orang lain.
6
  

Menurut Surawan Mastunur di dalam bukunya kamus kata 

serapan menyebutkan bahwa hibah adalah pengalihan hak milik atas 

sesuatu kepada pihak lain secara sukarela.
7
 

Sedangkan secara terminologi hibah adalah akad yang pokok 

persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di 

waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.
8
Dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang merupakan dasar hukum yang di gunakan orang 

muslim di Indonesia menerangkan dalam pasal 171, hibah adalah 

pemberian benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
9
 

Adapun macam-macam pemberian sebagai berikut: 

1) Hibah merupakan suatu pemberian yang mengandung makna suatu 

persetujuan pemberian barang yang didasarkan atas rasa tanggung 

                                                           
5
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta:  

Pustaka Progresif, 1997),  1584. 
6 
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 398. 

7 
Surawan Mastunur, Kamus Kata Serapan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001),  226. 

8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), 167 
9
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 
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jawab sesamanya dan dilaksanakan dengan penuh keihklasan tanpa 

pamrih apapun. 

2) Sedekah merupakan suatu pemberian yang ada kaitannya dengan 

kehidupan keagamaan. Artinya pemberian yang dilakukan melalui 

sedekah kalau pemberi memang benar-benar ikhlas tentu akan ada 

harapan memperoleh pahala di akhirat nantinya. Karena itu dapat 

diartikan bahwa sedekah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan 

oleh seseorang kepada orang lain tanpa balasan dengan harapan 

memperoleh pahala di akhirat. 

3) Hadiah merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya 

dengan kehidupan keagamaan dan hanya sekedar pemberian yang 

tidak mengharapkan imbalan. Sebagai salah satu hukum pemberian, 

maka dalam hadiah mengandung sifat hukum “menghormati” 

seseorang atau kelompok orang penerima kerena sesuatu hal 

tertentu. Dan sama halnya dengan sedekah di dalam hadiah ada 

unsur keikhlasan serta sukarela untuk melakukannya. Karena itu 

dapat diartikan bahwa hadiah adalah pemberian sesuatu oleh 

seseorang kepada orang lain tanpa balasan dan dilakukan sebagai 

penghormatan.
10

 

4) Wasiat merupakan suatu akad dimana seorag manusia 

mengharuskan dimasa hidupnya memberikan harta nya untuk orang 

lain yang diberikan sesudah wafatnya. 
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 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah.,179-183. 
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Hibah juga berarti suatu akad pemberian hak milik seseorang 

kepada orang lain di kala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan 

dan jasa. Dalam kitab fiqih empat madzhab para Imam Madzhab 

mendefinisikan hibah dengan arti yang berbeda, namun pada intinya 

semua sama. 

1) Para Ulama Madzhab Syafi’i mengatakan: hibah mempunyai dua 

macam arti, yaitu: 

a) Umum, mencakup hadiah, hibah dan shadaqah. 

b) Khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian di namakan 

hibah zatil arkan (pemberian yang mempunyai rukun-rukun). 

2) Para Ulama Madzhab Hambali mengatakan: Hibah ialah pemberian 

milik yang dilakukan orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah 

harta yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit 

mengetahuinya, harta tersebut itu memang ada kewajiban dengan 

tanpa imbalan. 

3) Para Madzhab Hanafi menjelaskan: hibah adalah pemberian hak 

memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat 

imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi 

masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah 

milik pemberi. 

4) Hibah menurut madzhab Maliki: ini sama dengan hibah. Apabila 

pemberi itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan 
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mengharapkan dapat pahala-Nya madzhab Maliki ini dinamakan 

sedekah.
11

 

b. Subyek Hibah 

Subyek dari hibah adalah orang, baik laki-laki maupun 

perempuan. Subyek hukum sebagai pembawa hak, manusia mempunyai 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan 

hukum, ia dapat melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat dan 

sebagainya. Dalam Pasal 1676 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap 

orang diperbolehkan memberi dan menerima hibah kecuali mereka 

yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu. 

Dalam Pasal 1677 disebutkan bahwa orang-orang yang belum 

dewasa tidak boleh menghibahkan hak sesuatu, kecuali secara 

perjanjian perkawinan kepada bakal suami atau bakal istri. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penghibahan oleh orang-orang belum dewasa 

adalah batal secara mutlak, artinya pembatalan dapat dituntut oleh 

setiap orang. 

Syarat mengenai subyek hibah juga diatur dalam kompilasi 

Hukum Islam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, yang meliputi: 

1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun 

2) Berakal sehat 

3) Tanpa adanya paksaan 

4) Orang tua memberi hibah kepada anaknya 
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5) Pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian 

harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris 

6) Warga Negara Indonesia yang berada di Negara Asing 

Pasal 1679 KUHPerdata menentukan bahwa pihak penerima 

hibah harus masih hidup pada waktu hibah diadakan. Ini berarti bahwa 

apabila pada waktu pelaksanaan hibah si penerima hibah telah 

meninggal dunia, ahli warisnya tidak dapat menerima hibah tersebut. 

Tidaklah ada persyaratan tertentu bagi pihak yang akan 

menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun. 

Meskipun demikian ada beberapa pengecualian, yaitu: 

1) Bila hibah terhadap anak dibawah umur atau orang yang tidak 

waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau 

pengampu yang sah dari anak dibawah umur atau orang yang tidak 

waras itu. 

2) Bila hibah dilakukan terhadap anak dibawah umur yang diwakili 

oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi 

batal. 

3) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.
12

 

c. Obyek Hibah 

Obyek hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, 

baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun 

benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. 
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 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 84. 
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Benda didefinisikan sebagai segala berang-barang dan hak-hak 

yang dapat dimiliki orang. Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam 

disebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak 

dari penghibah. 

Dalam hukum seseorang yang mempunyai hak milik atas 

sesuatu benda kepadanya diijinkan untuk menikmati hasil dari benda 

miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa 

saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Hak 

milik menurut Pasal 570 KUHPerdata adalah hak untuk menikmati 

kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas 

terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak 

bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang 

ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak 

mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi 

kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum 

berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran 

ganti rugi. Benda dapat terbagi menjadi 4 macam, antara lain: 

a) Benda terwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca 

indera. Seperti: rumah, buku dan lain-lain. 

b) Benda tak berwujud, yaitu segala macam hak. Seperti: hak cipta, 

hak merek perdagangan dan lain-lain. 
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c) Benda tak bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan. Seperti: 

tanah, dan segala apa yang ditanam atau yang dibangun di atasnya, 

misalnya: pohon, gedung dan lain-lain. 

d) Benda bergerak, yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan. 

Seperti: sepeda, meja, hewan dan lain-lain.
13

  

Dalam Pasal 1667 KUHPerdata disebutkan bahwa hibah 

hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu 

meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka 

sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Adapun syarat-syarat 

benda yang dihibahkan, antara lain: 

a) Benda tersebut benar-benar ada 

b) Benda tersebut mempunyai nilai 

c) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan 

pemilikannya dapat dialihkan 

d) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada 

penerima hibah 

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan 

hak milik dapat dihibahkan. Benda tetap maupun bergerak dan segala 

macam piutang serta hak-hak yang tidak terwujud dapat dihibahkan 

oleh pemiliknya.   

d. Kecakapan untuk memberi dan menerima hibah 
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Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu 

sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak 

cakap untuk itu. 

Orang-orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi 

hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku 

ke satu kitab undang-undang ini. 

Dilarang untuk memberi dan menerima hibah antara suami dan 

istri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap 

hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang 

bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si 

penghibah. 

Agar seseorang cakap untuk menikmati keuntungan dari suatu 

hibah, diperlukan bahwa si penerima hibah itu sudah ada pada saat 

terjadinya penghibahan.
14

 

e. Cara menghibahkan 

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan 

sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu 

dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah 

sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si 

penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-

penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan 

diberikan kepadanya di kemudian hari. 
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Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat 

hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik 

terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu 

dilakukan di waktu si penghibah masih hidup dalam hal mana 

penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan 

berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya. 

Penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang 

berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang 

melakukan kekuasaan orang tua 

Penghibahan kepada orang-orang belum dewasa yang berada di 

bawah perwalian atau kepada orang-orang terampu, harus diterima oleh 

si wali atau si pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh 

Pengadilan Negeri.
15

 

f. Penarikan kembali dan penghapusan hibah 

Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah 

merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi 

antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang 

boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan 

orang tua kepada anaknya. 

Menurut hadits Ibnu Abbas, Rasulullah SAW. Bersabda bahwa 

orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang 

muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu, hadits ini 
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diriwayatkan oleh Mutafaq’alaih. Dalam redaksi yang berbeda Al-

Bukhari meriwayatkan bahwa tidak ada tamsil yang paling jelek 

baginya kecuali orang yang meminta kembali hibah yang telah 

diberikan, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali 

muntahnya itu. Menurut pendapat ulama Al-Hadawiyah dan Abu 

Hanifah bahwa halal meminta kembali hibah selain sedekah, kecuali 

hibah kepada orang yang hubungan darah atau keturunan. Kata mereka 

bahwa hadits tersebut hanya menunjukkan sangat makruhnya saja, tidak 

sampai kepada tingkat haram, tamsil hadits hanya penyucian diri dari 

perbuatan yang menyerupai anjing.
16

 

Dalam hukum perdata, hibah yang telah diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali dan 

dihapuskan, kecuali sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1688 

KUHPerdata, yaitu: 1) karena orang yang menerima hibah tidak 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang yang 

memberi hibah, syarat ini biasanya berbentuk pembebanan kepada 

orang yang menerima hibah. 2) orang yang menerima hibah telah 

bersalah melakukan atau membantu melakukan suatu kewajiban yang 

bertujuan menghilangkan jiwa orang yang memberi hibah, atau suatu 

kejahatan yang lain bertujuan menghilangkan dan mencelakakan orang 

yang memberi hibah. 3) jika orang yang menerima hibah menolak 
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untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri orang yang memberi 

hibah karena ia jatuh miskin.
17
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2. Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian 

Rumusan pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 

buku III KUHPerdata, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain 

atau lebih“. Pengertian perjanjian atau persetujuan lebih sempit apabila 

dibandingkan dengan pengertian perikatan. Dalam Pasal 1233 buku III 

KUHPerdata, dijelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber 

lahirnya suatu perikatan, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena 

persetujuan maupun karena undang-undang”. Perikatan dapat terjadi 

baik karena perjanjian maupun undang-undang. Suatu perjanjian 

terjadi dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan 

perikatan bukan dengan janjipun dapat terjadi tanpa persetujuan pihak-

pihak yang bersangkutan. 

Berbagai pendapat mengenai pengertian perjanjian antara lain 

disampaikan oleh: 

1) R. Subekti menyatakan bahwa, “perjanjian secara umum adalah 

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal-

hal.
18

  

2) Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu 

perhubungan hukum mengenai harta benda anatara dua pihak, 
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dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau 

dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak 

melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain dapat menuntut 

pelaksanaan janji itu.
19

 

3) R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan 

mengemukakan bahwa menurut kebiasaan, perjanjian adalah 

semua persetujuan yang menimbulkan akibat hukum atau yang 

mengharapkan suatu akibat hukum, tanpa menghiraukan apakah 

akibat hukum tersebut merupakan terlaksananya perikatan atau 

tidak.
20

 

P.N.H. Simanjuntak memberikan kesimpulan dari rumusan 

perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa unsur-unsur 

perjanjian adalah: 

a) Adanya para pihak  

b) Ada persetujuan antara para pihak  

c) Ada tujuan yang akan dicapai 

d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan 

e) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan 

f) Ada syarat-syarat tertentu.
21
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Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa 

perjanjian itu dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak 

yang mengadakan perjanjian. Jadi perjanjian merupakan salah satu 

sumber perikatan disamping sumber-sumber perikatan lainnya, 

perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para 

pihak yang membuatnya tentuanya menyepakati isi dari perjanjian 

yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu. 

b. Bentuk Perjanjian 

Suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua 

belah pihak yang telah sepakat untuk masing-masing memenuhi 

prestasi yang telah diperjanjikan. Bentuk perjanjian dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah 

suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, 

sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).
22

 

Menurut KUHPerdata buku III Perjanjian dapat dikategorikan kedalam 

dua bagian (dalam Pasal 1319) yaitu: 

1) Perjanjian Bernama 

Merupakan suatu perjanjian dengan memakai nama tertentu 

dan tunduk kepada salah satu nama perjanjian yang diatur secara 

khusus dalam KUHPerdata artinya ketentuan-ketentuan khusus 
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tentang perjanjian bernama yang bersangkutan berlaku terhadap 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 

2) Perjanjian Umum 

Merupakan perjanjian yang tidak termasuk kedalam salah 

satu jenis yang disebut dalam buku III KUHPerdata. Perjanjian 

seperti ini hanya berlaku ketentuan-ketentuan umum yang diatur 

juga dalam buku III KUHPerdata. Berlaku pila ketentuan-

ketentuan yang diatur sendiri oleh apara pihak dalam perjanjian 

yang bersangkutan, ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan dan 

yurisprudensi yang berlaku.  

c. Syarat Sah Perjanjian 

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu 

dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah. Perjanjian tersebut 

mempunyai akibat mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. 

Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 

oleh undang-undang agar suatu perjanjian diakui sah oleh undang-

undang. Adapun syarat sah suatu perjanjian di tentukan dalam Pasal 

1320 KUHPerdata yaitu, sebagai berikut:
 23

 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Syarat ini disebut juga kebebasan bersepakat (konselsual), 

maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak secara tegas 
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dengan mengucapkan kata-kata, dengan tawar-menawar yang 

diikuti dengan kesepakatan, sehingga tanpa adanya unsur paksaan, 

kekeliruan, atau penipuan.  

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Seseorang dikatakan cakap hukum untuk membuat suatu 

perjanjian baik laki-laki maupun perempuan apabila telah genap 

berumur 21 tahun, atau laki-laki yang belum genap 21 tahun tetapi 

sudah pernah melangsungkan perkawinan. Dalam KUHPerdata 

mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 yang 

berbunyi: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan 

kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”. 

Yang dapat digolongkan sebagai subyek hukum yang tidak 

cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat suatu 

perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata :
 
 

a) Orang-orang yang belum dewasa.  

b) Mereka yang dibawah pengampuan. 

c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa 

undang-undang telah melarang membuat persetujuan-

persetujuan tertentu. 

3) Suatu hal tertentu 

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu 

dalam perjanjian tersebut haru telah ditentukan dan disepakati. 
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Ketentuan ini sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1333 

KUHPerdata bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai 

pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan oleh jenisnya. 

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal 

saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.   

4) Suatu sebab yang halal 

Pada benda (obyek hukum) yang menjadi pokok perjanjian 

itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut 

hukum sehingga perjanjian itu kuat. Hal ini sesuai dengan pasal 

1336 KUHPerdata yaitu, “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi 

ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, 

dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah 

sah”. 

Adapun sebab terlarang diatur dalam pasal 1337 

KUHPerdata yaitu: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang 

oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan 

ataupun keterlibatan umum”.  

d. Sifat Perjanjian 

Secara mendasar perjanjian dibedakan menurut sifatnya yaitu:  

1) Perjanjian Konsensuil 

Adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para 

pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian. 
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2) Perjanjian Riil 

Adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang 

menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. 

3) Perjanjian Formil 

Adalah perjanjian di samping sepakat juga penuangan 

dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.
24

 

3. Akta Hibah 

a. Pengertian Akta Hibah 

Istilah “Akta” yang dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau 

“akte” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”, pada 

umumnya (menurut pendapat umum) mempunyai dua arti yaitu: 

1) Perbuatan (handeling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling) 

itulah pengertian yang luas, dan 

2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai 

bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang 

ditujukan kepada pembuktian sesuatu.
25

 

Akta ialah tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk 

dijadikan bukti tentang suatu peristiwa. Dengan demikian unsur-unsur 

yang terpenting dalam suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan 

suatu bukti tertulis dan penandatanganan dalam tulisan tersebut.  

                                                           
24

 Patricia Simatupang, Perjajian, 

https://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/05/syarat-sahnya-perjanjian-saat-lahirnya-

perjanjian-dan-pembatalan-pelaksanaan-suatu-perjanjian/. diakses pada tanggal 20 Desember 2015 

pada jam 9:30. 
25

 Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

1996), 50. 

https://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/05/syarat-sahnya-perjanjian-saat-lahirnya-perjanjian-dan-pembatalan-pelaksanaan-suatu-perjanjian/
https://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/05/syarat-sahnya-perjanjian-saat-lahirnya-perjanjian-dan-pembatalan-pelaksanaan-suatu-perjanjian/


 47 

Akta hibah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan 

hukum pembuktian. Selain itu bahwa akta hibah juga mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat tidak hanya pada para pihak yang 

terkait didalamnya, melainkan juga pihak ketiga. Syarat-syarat 

pembuatan akta hibah: KTP pemberi hibah (bapak dan ibu), Surat 

nikah pemberi hibah, Sertifikat asli, SPPT dan STTS PBB 10 tahun 

terakhir, KTP penerima hibah, dan Persetujuan ahli waris lainnya. 

Akta merupakan bukti prima factie mengenai fakta, yaitu 

penyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat 

notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai 

kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisasi suatu 

fakta. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di suatu pengadilan, 

maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta notaris, 

kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian 

tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang 

disetujui oleh para pihak.
26

 

Akta hibah sebagai salah satu alat bukti, harus didukung bukti-

bukti lain untuk membenarkan suatu dalil gugatan penggugat atau 

menerangkan adanya suatu peristiwa hukum yang dikehendaki oleh 

kedua pihak dalam akta tersebut. Dengan bukti-bukti lain yang 

dimaksud, dapat diketahui apabila subyek obyek dan perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh subyek hukum itu telah benar-benar sesuai 
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dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab adakalanya akta tersebut 

dibuat dengan suatu kebohongan tipu muslihat dan adanya unsur 

paksaan, sehingga jika terjadi hal-hal yang demikian maka akta 

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Peradilan yang 

berwenang membatalkan akta adalah Peradila Tata Usaha Negara, 

yaitu Peradilan yang mempunyai kompetensi hukum dalam 

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara atau perkara yang 

timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan 

hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai 

akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.  

b. Pembatalan Akta Hibah 

Sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya suatu 

penghibahan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa 

persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan 

kemungkinan bagi si penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik 

kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada 

seseorang. 

Adapun persamaan dan perbedaan Kompilasi Hukum 

Islam(KHI) dan KUHPerdata tentang hibah, sebagai berikut: 

Persamaan Perbedaan 

1. Sama-sama mempunyai 

tujuan menguntungkan 

pihak yang diberi hibah 

1. Dalam KHI hibah haram 

hukumnya untuk ditarik 

kembali kecuali orang tua 

kepada anaknya 

sedangkan menurut 
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KUHPerdata pembatalan 

hibah dapat dibatalkan 

bagi semua orang dan 

harus memenuhi syarat-

syarat yang bisa 

membatalkan hibah. 

2. Sama-sama 

memerintahkan kepada 

penghibah untuk berlaku 

adil dalam penghibahan 

kepada anak-anaknya 

2. Hibah menurut 

KUHPerdata merupakan 

bagian dari hukum 

perjanjian dan 

digolongkan perjanjian 

untuk memberikan atau 

menyerahkan sesuatu 

diwaktu hidupnya. 

Sedangkan hibah dalam 

KHI berarti akaq yang 

pokoknya adalah 

pemberian harta milik 

seseorang kepada orang 

lain diwaktu ia masih 

hidup tanpa adanya 

imbalan apapun. 

3. Sama-sama mengakui 

adanya hibah yang 

penyerahan barangnya 

dilakukan sebelum 

penghibah meninggal 

dunia 

3. Dalam KHI tidak 

mensyaratkan adanya 

akta, sedangkan dalam 

KUHPerdata harus ada 

akta(jika tidak ada akta 

maka hibahnya tetap sah, 

tetapi tidak punya 

kekuatan hukum tetap) 

sebagai bukti autentik 

apabila terjadi 

persengketaan.  

4. Sama-sama menetapkan 

orang yang belum dewasa/ 

kurang dari 21 tahun tidak 

diperbolehkan 

memberi/menerima hibah 

 

 

Pembatalan akta hibah merupakan suatu perjanjian yang ada di 

dalam akta hibah itu dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa 

dirugikan, karena telah terjadi kesepakatan tidak bebas dari para pihak 
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yang membuat perjanjian baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan 

atau penipuan dan apabila pihak penerima hibah terbukti melakukan 

salah satu perbuatan yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdata, 

bahwasannya: “Hibah tidak dapat dibatalkan kecuali dalam hal, karena 

tidak dipenuhinya syarat-syarat resmi untuk penghibahan, jika si 

penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan 

kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau kejahatan 

lain terhadap si penghibah dan jika ia menolak memberikan tunjangan 

nafkah kepada si penghibah, setelah ia jatuh miskin.
27

 

Pembatalan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya 

kepada si penerima hibah disertai dengan penuntutan kembali barang-

barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara 

sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada 

pengadilan.
28

  

Apabila si penghibah sudah menyerahkan barangnya dan ia 

menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah diwajibkan 

mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya 

terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah 

dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya 

gugatan, disertai pula pula hasil-hasil sejak saat itu (Pasal 1691 

KUHPerdata). Selain dari pada itu, ia diwajibkan memberikan ganti 
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rugi kepada si penghibah untuk hak tanggungan dan beban-beban 

lainya yang telah diletakkan olehnya diatas benda-benda tak bergerak, 

juga sebelum gugatan dimasukkan. 

c. Alasan-Alasan yang dapat Membatalkan Akta Hibah 

Hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang 

penghibah menyerahkan suatu barang miliknya sendiri secara cuma-

cuma, tanpa menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang 

menerima barang itu. Dalam pasal 1688 KUHPerdata menegaskan 

bahwasannya suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu 

tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 

1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima 

hibah. 

2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut 

melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas 

diri penghibah. 

3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak 

untuk memberi nafkah kepadanya. 

Perlu diketahui, dalam proses penghibahan tidak berarti secara 

hukum hak milik beralih pula dari penghibah kepada penerima hibah. 

Dalam pasal 1686 KUHPerdata menegaskan bahwasannya:  

“Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun 

diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah, 
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sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 612, 613, 

616 dan seterusnya” 

Artinya, meskipun dalam akta hibah seseorang telah dinyatakan 

atau ditetapkan sebagai penerima hibah tidak berarti orang tersebut 

memiliki hak penuh atau menjadi pemegang hak milik atas barang 

dimaksud. 
29

 

Dengan terjadinya pembatalan hibah ini, maka segala macam 

barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada 

penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas 

barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan 

jaminan hipotik atau crediet verband, maka harus segera dilunasi oleh 

penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi 

hibah. 

4. Putusan Pengadilan 

a. Pengertian Putusan Pengadilan 

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan 

atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk 

menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan 

putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya 

kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. 

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan 

kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. 
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Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna 

mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut 

disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang 

berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang 

memeriksa perkaranya.
30

 Untuk dapat memberikan putusan pengadilan 

yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan 

keadilan, maka hakim sebagai aparator negara dan sebagai wakil dari 

Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui 

duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan 

diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-

undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum 

adat atau hukum agama.
31

 

b. Sifat Putusan 

Sifat putusan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 

1) Putusan Condemnatoir 

Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan 

sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Misalnya: 

“menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada 

penggugat terkait kewajiban tergugat atas hak-hak penggugat”. 
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2) Putusan Declaratoir 

Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu 

sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya: 

“putusan yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan 

hukum atau keadaan atau status seseorang, menyatakan boleh 

tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan 

sebagainya”. 

3) Putusan Konstitutif 

Yaitu suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan 

keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. 

Misalnya: “menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan 

tergugat putus karena perceraian”.
32 
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